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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai peranan Visum Et Repertum

terhadap hilangnya nyawa akibat penganiayaan, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum sebagai salah satu dari alat bukti yang sah, ternyata

mempunyai peranan yang sangat besar terutama bagi Jaksa Penuntut Umum

dalam melakukan penuntutan yaitu bahwa dengan adanya adanya Visum Et

Repertum dapat membantu untuk menguatkan alat bukti yang ada guna

memilih pasal-pasal yang sesuai dengan kebenaran untuk merumuskan

dakwaan yang nantinya akan dibuktikan di dalam persidangan. Meskipun

pada dasarnya Visum Et Repertum itu tidak dapat berdiri sendiri atau tidak

dapat dijadikan alat bukti tunggal, tetapi masih memerlukan alat bukti yang

lain sebagaimana yang telah terdapat pada pasal 184 KUHAP. Visum Et

Repertum itu sendiri dapat juga dikategorikan ke dalam alat bukti, maksudnya

Visum Et Repertum itu dapat berfungsi sebagai alat bukti surat bilamana

Visum Et Repertum itu dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Selain

dapat mengganti alat bukti surat Visum Et Repertum itu dapat juga alat bukti

keterangan ahli bilamana hasil Visum Et Repertum itu dibacakan oleh orang

yang ahli di muka persidangan. Tetapi jika Visum Et Repertum itu sudah
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menjadi alat bukti surat maka konsekuensi yuridisnya Visum Et Repertum itu

tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli sekaligus. Visum Et

Repertum juga dapat berfungsi untuk menjelaskan barang bukti barang bukti

dan dapat juga berfungsi sebagai pendukung alat bukti.

2. Kendala-kendala yang terjadi pada Visum Et Repertum antara lain bahwa

Visum Et Repertum itu tidak dapat untuk menjelaskan tentang kematian atau

sebab-sebab kematian seseorang, karena Visum Et Repertum itu berbatas dari

apa yang dilihat dandiketemukan saja, selain itu hambatan yang mungkin

terjadi dalam Visum Et Repertum terutama dalam Visum Et Repertum Jenazah

adalah adanya keberatan dari pihak keluarga bila dilakukan pembongkaran

kuburan dan bedah jenazah, dalam hal ini juga memerlukan peran serta dari

kedokteran forensik.

B. Saran

1. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat satu

pasalpun yang secara tegas mengatur tentang Visum Et Repertum, akan tetapi

yang ada hanya pasal-pasal yang mengatur keterangan ahli sebagaimana yang

telah tercantum dalam pasal 1 (28), pasal 120, pasal 133, pasal 184, dan pasal

186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu sudah

waktunya ada peraturan baru yang mengatur secara khusus tentang Visum Et

Repertum, sehiungg mengenai maksud dan tujuan dari Visum Et Repertum itu

menjadi jelas.
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2. Masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui dan memahami arti

maupun kegunaan dari Visum Et Repertum, sehingga masih banyak dari

keluarga dari korban yang tidak setuju atau merasa keberatan bila korban akan

di otopsi. Oleh karena itu sanagt dimungkinkan untuk menerapkan dari pasal

222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada mereka yang dianggap

menghalang-halangi jalannya peradilan guna kepentingan peradilan.
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